
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-2A.9 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BASIL PEKERJAAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT-BELANJA PERALATAN PENGOLAHAN ABON IKAN

DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pclaksanaan Program Pengembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah
memberikan fasilitasi sarana dan prasarana bagi para pelaku
usaha mikro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Penerima Hasil Pekeijaan Belanja
Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Belanja
Peralatan Pengolahan Abon Ikan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;

:  1. Undang'Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
sebagaimana telah beberapa l^i diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahim 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebs^aimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Mengingat



Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pen^anti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Keija Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023
tentang Penjabaran An^aran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah dua kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023
tentang Penjabaran An^aran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penerima Hasil Pekeijaan Belanja Barang Untuk

Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Peralatan



Pengolahan Abon Ikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

; Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan yang diterimanya berdasarkan Berita Acara
Serah Terima.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengembangan
Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi
Usaha Kecil.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal ^urv^
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

2024

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- TAS TAHUN 2024
TENTANG

PENERIMA HASIL PEKERJAAN BELANJA BARANG

UNTUK

MASYARAKAT-

PENGOLAHAN

KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024

DIJUAL/ DISERAHKAN
BELANJA

KEPADA

PERALATAN

ABON IKAN DI KABUPATEN

PENERIMA BELANJA PERALATAN PENGOLAHAN ABON IKAN

NAMA

KELOMPOK
PENGURUS BARANG YANG

DISERAHKAN

JUMLAH

BARANG

NOMOR SKTKALAMAT

Sendok Takar 12 SetDusun Sikakap Timur,
Desa Sikakap.

Kecamatan Sikakap

500.10.12.1 /64/KESBANQPOL/n-2023ANAK RANTAU

BERKARYA
: Sari Deswati

: Mumiati B Bara

Ketua

Sekretaris

Bendahara : YuUitrlyani
36 buah

12 buah

12 set

12 buah

12 set

12 buah

24 buah

12 set

12 buah

Baskom Mangkok
Timbangan
Mixer

Spatula
C^en Hook No. 3
Kompor Hook
Loyang Kue Bolu
Spuit Penghias Kue
Piaau Kue

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FE)i?NANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK


